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ABSTRAK 
Puspikasari (B11113050) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Yang 
Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-
2016)”. Di bawah bimbingan (Muhadar) sebagai Pembimbing I dan 
(Haeranah) sebagai Pembimbing II.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab remaja 
mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Izin 
Mengemudi. Serta untuk mengetahui bagaimana upaya menanggulangi 
pelanggaran mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin 
Mengemudi yang dilakukan oleh remaja.  
Penelitian ini dilakukan di Polres Soppeng. Data yang diperoleh 
berasal dari data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, dan pengamatan/observasi, 
kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara 
kualitatif 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pelanggaran Lalu 
Lintas mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi 
yang dilakukan oleh remaja di Polres Soppeng menyatakan bahwa 
terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Remaja khususnya 
terkait  pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) 
sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan. Berdasarkan 
analisis terhadap data dan fakta dari hasil penelitian bahwa Faktor 
penyebab remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa 
Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Soppeng adalah faktor 
kesadaran, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor biaya, faktor 
kealpaan/ lupa, faktor ketidaktahuan, faktor kedisiplinan dan faktor 
lingkungan.  
Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisan melakukan 
upaya preventif  da upaya represif. Upaya preventif dengan cara 
memberikan penyuluhan keskolah-sekolah  setiap hari upacara bendera 
hari senin. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan memberikan 
sanksi berupa teguran dan tilang.  
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara yang berdasar hukum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka 
untuk menjalankan suatu Negara dan perlindungan hak asasi harus 
berdasar hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-
undangan memegang peranan yang strategis sebagai landasan dan 
strategi Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah 
ditentukan.1 
Dalam era globalisasi ini tekonologi sangat berkembang pesat 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan tekonologi disertai 
dengan pertumbuhan laju penduduk memberikan pengaruh meningkatnya 
mobilitas masyaratakat dari suatu tempat ketempat lain. Meningkatnya hal 
tersebut membuat manusia memerlukan transportasi untuk memudahkan 
pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi seperti 
kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang pada umumnya 
digunakan oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini yang sudah 
merupakan kebutuhan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Selain 
masyarakat dewasa pada umumnya, remaja pada khususnya juga 
merupakan pengguna dari alat transportasi khususnya dalam hal 
kepemilikan kendaraan roda dua (motor). 
                                                          
1 Teguh prasetyo. 2010. Kriminalisasi dalam hukum pidana.Bandung : Nusamedia , Hlm 1 
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Banyaknya pengguna jalan khususnya pengendara bermotor yang 
tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik. Menimbulkan banyak 
ditemukan kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna jalan yang 
tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas. Hal ini dikarenakan Kebiasaan 
dan etika dalam berlalu lintas masyarakat sangat buruk dan 
memperihatinkan. Ditambah dngan kurangnya kesadaran para remaja 
tentang pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas.  
Dalam konteks kenegaraan kepolisian adalah organ yang dibentuk 
untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya dibidang 
penyelidikan dan penyidikan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 
pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat.2 Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, salah 
satunya yaitu menjaga agar lalu lintas jalan tetap berjalan dengan aman 
dan tertib,sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas.  
Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum 
menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan 
hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seorang bahwa tidak 
membawa Surat Izin Mengemudi itu adalah saah satu pelanggaran Lalu 
Lintas belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran. 
Sebagai contoh seseorang yang mempunyai kesadaran hukum bahwa 
                                                          
2 Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010, Konstruktivisme kepolisian (teori, prinsip, 
dan paradigma).Makassar:Pustaka Refleksi, Hlm 117 
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melanggar lampu merah di “traffic light” adalah pelanggaran hukum, dan 
menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap 
dan menilangnya; orang itu, dengan kesadaran hukumnya tadi, belum 
tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada 
polisi disekitar traffic light, maka orang itu karena terburu-buru untuk tidak 
terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja melanggar lampu 
merah, sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan 
tertangkap dan tidak akan dikenali tilang, karena tidak seorang pun polisi 
disekitar kita. Kurangnya kesadaran hukum yg baik membuat kebanyakan 
orang tidak mematuhi peraturan yang ada. 3 
 Dalam kehidupn sehari-hari remaja terlihat dengan bebas 
menggunakan kendaraan bermotor atau yang lebih sering disebut sebagai 
sepeda motor. Tidak banyak dari mereka saat berkendara tidak 
menggunakan helm dan bahkan tidak membawa Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) dan belum mempunyai surat izin mengemudi. Hal 
tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas.  
Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
tetang lalu lintas dan angkutan jalan telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat 
(1) yang berbunyi : 
“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan 
bermotor yang dikemudikan”. 
 
 
                                                          
3 Ahmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Makassar, Kencana, Hlm 
300 
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Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi : 
Untuk mendapakan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, 
adminstrarif, kesehatan dan lulus ujian” 
 
Banyak remaja yang mengemudi kendaraan bermotor tanpa 
memiliki surat izin mengemudi dan belum cukup umur. selain tidak 
memiliki surat izin Mengemudi tidak jarang dari mereka mengemudi 
sepeda motor dengan ugal-ugalan, mengendarai sepeda motor dengan 
kecepatan tinggi, perlengkapan sepeda motor yang tidak sesuai standar 
dll 
Salah satu pelanggaran ringan yang dilakukan oleh remaja yaitu 
pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi karena kurangnya 
kesadaran yang dimiliki oleh pengendara bermotor. Dan kurangnya 
pengetahuan pengendara tentang peraturan dan rambu-rambu lalu lintas 
jalan.  
Saat ini Jumlah remaja yang mengemudi kendaraan bermotor 
sudah sangat banyak, terutama dikalangan anak sekolah. Mereka 
beranggapan bahwa mengemudi kendaraan bermotor kesekolah lebih 
efisien, lebih cepat, lebih irit dan memudahkan dalam bertransportasi. 
Bahkan orang tua mereka pun malahan bangga apabila anak mereka 
lebih dulu memiliki motor ketimbang SIM. Namun, yang disayangkan 
adalah pemahaman mereka yang kurang pada etika berlalu lintas di jalan, 
yang mereka pikirkan adalah cepat sampai ke sekolah sehingga 
terkadang kurang mematuhi peraturan lalu lintas dan seenaknya sendiri di 
jalan tanpa menghormati hak orang lain dalam berkendara.  
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Pada tanggal 16 Mei 2016 Satuan Lalu Lintas Polres Soppeng 
melakukan Operasi Patuh, operasi ini menjaring setidaknya 52 pelanggar 
Lalu Lintas baik kendaraan sepeda motor dan mobil. 45 pelanggar Lalu 
Lintas ditindak tegas dengan tilang dan 7 pelanggar hanya diberikan 
teguran. Kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Soppeng, AKP Akbar 
Usman. Dia mengatakan pelanggaran lalu lintas didominasi kendaraan 
sepeda motor. Berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi antara 
lain tidak dilengkapi SIM dan STNK, tidak mengenakan Helm, melanggar 
rambu Lalu Lintas dan menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan 
standar. 4 
Kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja 
merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dibahas. Mengingat 
remaja adalah generasi penerus bangsa yang masih sangat rentang 
menerima pengaruh dari luar. Maka berdasarkan latarbelakang diatas dan 
juga berdasarkan pengamatan penulis bahwa Kabupaten Soppeng adalah 
Kabupaten yang berkembang dan memiliki masalah tentang pelanggaran 
Lalu Lintas yang biasa dilakukan oleh remaja khususnya 
ketidaklengkapan Surat Izin Mengemudi. Maka penulis berinisiatif 
mengangkat masalah tersebut sebagai judul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin 
Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten 
Soppeng Tahun 2012-2016). 
                                                          
4 http//m.gosulsel.com/news/18/05/2016/hari-ketiga-operasi-patuh-45-pelaggar-lalu-intas-di-
soppeng-ditilang/ 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang 
masalah di atas, maka Penulis merumuskan dua permasalahan yang 
akan dijawab dalam penelitian nanti, antara lain  
1. Apakah faktor penyebab remaja mengemudi kendaraan bermotor 
tanpa membawa Surat Izin Mengemudi ? 
2. Bagaimana upaya menanggulangi pelanggaran mengemudikan 
kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi yang dilakukan 
oleh remaja ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini diadakan antara lain : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja mengemudikan 
kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi. 
2. Untuk mengetahui upaya menanggulangi pelanggaran 
mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin 
Mengemudi yang dilakukan oleh Remaja. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Dari segi teoritis diharapkan akan memberikan sumbangan 
pemikiran buat masyarakat dan kalangan akademisi dalam 
memahami kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh remaja mengenai faktor-faktor penyebab dan bagaimana 
penanggulangannya. 
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2. Dari segi praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan 
menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap 
persoalan-persoalan perlalulintasan. Dan bagi aparat penegak 
hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam pengambilan 
kebijakan dan tindakan dalam penaganan pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh remaja.  
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi  
1. Kriminologi dan ruang lingkupnya 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempeajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Istilah kriminologi pertama kali 
dipergunakan oleh P. Topinard seoramg ahli antropologi kebangsaan 
perancis. Kriminologi menurut bahasa berasal dari kata “crime” yang 
berarti kejahatan, dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan.5 
Menurut istilah bahwa yang dimaksud dengan kriminoogi adalah 
suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan yang bertujuan 
memperoleh suatu pengertian dan tujuan mengenai kejahatan dengan 
metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, 
keseragaman, pola-pola an fakta-fakta kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan sipelanggar hukum dan reaksi masyarakat terhadap kedua-
duanya.6 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut : 7 
1. Edwin H.Sutherland : criminology is the body of knowledge regarding 
delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah 
                                                          
5 Waluyadi. 1999.Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar maju,, 
Hlm 34 
6 Ibid, hlm 34-35 
7 A.S.Alam . 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar : Pustaka Refeksi, Hlm 1-2 
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kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan 
kejahatan sebagai gejala social) 
2. W.A.Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat.  
4. WME. Noanch : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya. 
 Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :8 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws) 
2. Etilogi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws) 
3. Reaksi terhaap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hokum berupa tinakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan 
(criminal prevention). 
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws adalah :9 
 
                                                          
8 Ibid, hal 2 
9 Ibid, hlm 2 
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a. Definisi kejahatan  
b. Unsur-unsur kejahatan  
c. Relativitas pengertian kejahatan  
d. Penggolongan kejahatan  
e. Statistic kejahatan 
 Yang dibahas dalam etilologi criminal (breaking news) adalah :10 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan  
c. Berbagi perspektif kriminologi 
  Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
peanggar-pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws) antara 
lain teori-teori penghukuman, upaya-upaya penanggulangan/pencegahan 
kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif . 11 
  BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya.12  
  Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi 
kriminologi murni yang mencakup :13 
 
 
                                                          
10 Ibid, hm 2 
11 Ibid, hlm 3 
12 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001,Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9 
13 Ibid ,hlm 9-10 
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1. Antropologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).ilmu 
pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang 
jahat alam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? apakah 
ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminal  
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah 
sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.  
3. Psikologi Kriminal  
Ilmu pengetahun tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 
  Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Disamping itu terapat kriminologi terapan yang berupa  
1. Higiene Kriminal 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya 
usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan 
undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang 
dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.  
2. Politik Kriminal  
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Usaha penanggulanganya kejahatan dimana suatu kejahatan telah 
terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila 
disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah 
meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 
semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
3. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.  
 SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan pembuat jahat sebagai gejala social 
(the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). 
Menutut Sutherland kriminlogi mencakup proses-proses pembuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.14 
 Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :15 
1. Sosiologi hokum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu 
perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki 
sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang 
menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). 
 
 
 
                                                          
14 Ibid, hlm 10-11 
15 Ibid, hlm 11 
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2. Etiologi kejahatan  
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi, etilogi kejahatan merupakan kejahatan 
yang paling utama.  
3. Penology  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
 Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan 
conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga 
penekannya disini lebih sebagai gejala social dalam masyarakat.16  
Sementara itu, beberapa ahli yang berbeda pendapat dengan 
defenisi yang ditegaskan oleh Sutherland diantaranya :17 
1. Paul Mudigdo Mulyono tidak sepenapat dengan definisi yang 
diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan 
tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun 
mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya 
kejahatan bukan semata-mata perbuantan yang ditentang oleh 
masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk 
melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. 
Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi 
                                                          
16 Ibid, hlm 11 
17 Ibid, hlm 11-12 
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sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
masalah manusia. 
2. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggota masyarakat. 
3. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalamaan, 
yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di 
dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan 
para penjahat.  
4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 
perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang 
yang terlibat dalam periaku jahat dan perbuatan tercela itu.  
5. Wolfgang, Savits dan Johnston dalam The Soiology of crime and 
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan 
faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.  
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Jadi obyek studi kriminologi melingkupi : 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
b. Pelaku kejahatan dan  
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
terhadap pelakunya.  
 Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari 
masyarakat.Kriminologi beranjak dar pemahaman yang dangkal mengenai 
kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilk dari segi fenomenalnya 
saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, 
ekonomi, social masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondsi-
kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur social yang ditentukan 
secara historis).18 
 Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam 
masyarakat (crime in society), dan merupakan bagian dari keseluruhan 
proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-
proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. 
Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna 
oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (the total concept of 
society).19 
 Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada 
dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang 
                                                          
18 Yesmil Anwar Adang.2010. Kriminologi. Bandung: Refika Adtama, Hlm 57 
19 Ibid, hlm 57 
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mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan 
kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang 
mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat 
“interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, 
melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Oleh karena 
itulah Thorsten Sellin menyebutnya sebagai “a king without a contry”.20  
 Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan,di mana 
kejahatan adalah sebagai suatu gejalah social, maka kriminologi pada 
dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Dalam hal ini 
kriminologi itu sebagai “non-legal discipline”, maksunya kriminologi bukan 
sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat ‘abstrak”, melainkan 
suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.21 
 Kenyataan atau faktual merupakan karakter kriminologi, yang alam 
memanang persoalan kehidupan masyarakat, ia berbicara bagaimana 
fakta yang terjadi. Oleh karena itu, kalau suatu masalah dalam 
masyarakat dipandang dari aspek kriminologi ini, ia berbicara fakta apa 
adanya bahwa itulah yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.22 
 Selain dari beberapa teori yang dipaparkan diatas, ada beberapa 
aliran atau sering dikenal sebagai schools dalam kriminologi menunjukkan 
pada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang 
kejahatan.23 
                                                          
20 Teguh Prasetyo Op.cit, Hlm 14 
21 Ibid, hlm 15 
22 Ibid, hlm 15-16 
23 A.S.Alam, Op.Cit, hlm 31-32 
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a. Spiritualisme 
 Berbeda dengan teori-teorinya saat ini spritualisme memfokuskan 
perhatiannya pada perbedaan antara memfokuskan perhatiannya paa 
perbedaan antara kebaikan yang dating dari Tuhan atau Dewa, dan 
keburukan yang dating dari setan. Seseorang yang telah melakukan 
kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan 
(evil/demon).  
 Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini 
adalah bahwa paa periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai 
permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan 
keluarganya.  
b. Naturalisme  
 Perkembangan paham naturalism yang muncul dari perkembangan 
ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang 
lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. 
Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentan kejahata, dapat 
dibagi beberapa aliran :24 
1. Aliran klasik 
 Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut : 
a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (free wil) hidup 
menentukan pilihannya sendiri. 
                                                          
24 Ibid, hlm 32-35 
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b. Dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk 
memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya 
sendiri (hedonisme). 
c. Inividu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, 
dan memiliki kekayaan. 
d. Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut 
dan muncul sebagai hasil perjanjian social antara yang diperintah 
dan yang memerintah.  
e. Setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian dari hak 
asasinya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk 
mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian terbesar dari 
masyarakat. 
f. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian social, oleh 
karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral. 
g. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk 
memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman 
adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari.  
h. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu 
seharusnya setiap orang diperlakukan sama.  
Penganut aliran ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. 
2.  Aliran Positivis  
 Aliran positivis terbagi atas dua bagian besar yakni : pertama 
determinasi biologis (biologicat determinism) perilaku manusia 
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sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. 
Kedua determinasi cultural (cultural determinism) mendasari pemikiran 
mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan dimana seseorang 
itu hidup.  
 Landasarn pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut : 
a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. 
b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat di atas dengan 
melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku 
manusia. 
c. Tingkah laku criminal adalah hasil dari konsdisi abnormalitas. 
Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada 
lingkungannya. 
d. Tanda-tanda abnormalitas tersbut dapat dibandingkan dengan 
tanda-tanda yang normal. 
e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat 
dapat diperbaiki. 
f. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, 
sehingga tujuan dan sanksi bukanlah menghukum melainkan 
memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. 
3. Aliran Social Defence 
 Aliran social defence yang dipelopori oleh Judge Marc Angel telah 
mengembangkan suatu teori yang berainan dengan aliran terdahulu. 
Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu 
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statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat. Meskipun demikian, arti social defence berbeda dengan yang 
dimaksud oleh tokoh aliran positif, yaitu : 
a. Social defence tidak bersifat deterministic 
b. Social defence menolak tipologi yang bersifat kaku tentang 
penjahat dan menitikberatkan pada keunikan kepribadian 
manusia. 
c. Social defence meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral. 
d. Social defence menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban 
masyarakat terhadap penjahat. Dan mencoba menciptakan 
keseimbangan antara masyarakat an penjahat serta menolah 
mempergunakan pendekatan yang bersifat security sebagai suatu 
alat administrative. 
e. Sekalipun menggunakan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan 
namun sosial defence menolak dikuasai olehnya dan 
menggantikannya dengan sistem yang modern “politik criminal”. 
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
1. Pengertian pelanggaran  
 Sebelum berbicara mengenai pelanggaran lalu lintas, terlebih 
dahulu ditelaah tentang apa itu pelanggaran. Pelanggaran adalah secara 
sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. 
Pelaku pelanggaran biasa disebut human error. Pelaksanaan hukum 
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dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang 
mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, 
yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan lalu lintas yang berlaku. 
 Berdasarkan  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, langgar berarti 
bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan.Sedangkan  kata 
melanggar sendiri berarti menabrak ; melawan; menyalahi; melewati;  
melalui secara tidak  sah;melanda; menyerang; saling melanggar25 
 Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”.pelanggaran 
(overtreding; violation; contravention) secara terminologi berarti perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang- undang pidana 
ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan26  
 Menurut Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo pelanggaran  
adalah delik Undang - undang (wetschending) yaitu perbuatan yang sifat 
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang 
yang menentukannya 27 
 Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (misdrijve) 
dan pelanggaran (overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam 
KUHP diatur pada buku II tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran 
diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran.  
                                                          
25 Ahmad A.K Muda, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher. 
26 Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 95 
27 Rusly Effendi dan Ny. Poppy Andi Lolo, Asas-asas Huku Pidana, Ujung Pandang: 
Lembaga percetakan dan Peneribit Umi, hlm 74 
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 Kata-kata “kejahatan” dan pelanggaran” kini merupakn istilah 
misdrijf dan overtrading dalam bahasa belanda. Misdrijf atau kejahatan 
berartu suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, 
berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Overtredingen 
atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu,dan 
berhbungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan 
melanggar hukum”. Jadi, sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, 
maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan 
tindak pidana ini.  
 Dari beberapa pengertian diatas tentang pelanggaran, dapat 
disimpulkan bahwa pelanggaran adalah : 
a. Perbuatan yang bertentang dengan ketentuan dalam undang-
undang. 
b. pelanggaran merupakan tindak pidana yang menimbulkan akibat 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Pengertian Lalu Lintas  
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalu lintas adalah (berjalan) 
bolak balik; hilir mudik: banyak kendaraan- di jalan raya: perihal perjalan di 
jalan dan sebagainya: pedagang-pedagangdi tepi jalan sangat 
mengganggu: perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang 
lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).28 
                                                          
28 http://kbbi.web.id/lalu%20lintas. Selasa. 29  november 2016. Pukul 18.37 
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 Subekti juga memberikan dif inisi tentang lalu lintas adalah 
sebagai berikut “ segala pengunaan jalan umum denan suatu 
pengangkutannya.29  
 Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009. 
didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas 
Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah 
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, 
dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.  
 Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 
nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu 
lintas. 
 Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan 
perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, 
lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. 
 Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai 
pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam 
pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaiakan 
dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan 
angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. 
                                                          
29https://www.scribd.com/document/58869746/45074422-Proposal-Susi-Susanti, selasa, 
29 nvember 2016, pukul 19.27 
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a. Manusia sebagai pengguna 
 Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai 
pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal 
mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu 
reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih 
dipengaruhi oleh keadaan phisik dan psykologi, umur serta jenis 
kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, 
penerangan/lampu jalan dan tata ruang. 
b. Kendaraan 
 Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai 
karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, 
perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu 
lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. 
c. Jalan 
 Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 
kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk 
pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu 
mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu 
mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, 
sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.30 
 
 
                                                          
30 https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas. selasa. 26 november 2016. Pukul 18.52 
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3. Pelanggaran lalu lintas  
 Pelanggaran lalu lintas adalah segala perbuatan yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Tingginya planggaran lalu lintas dapat dilihat dari angka pelanggaran yang 
terus menerus meningkat. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering 
terjadi adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak 
membawa surat izin mngemudi saat berkendara. Hal ini disebakan oleh 
kurangnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dan kurang 
pemahaman tentang peraturan lalu lintas.  
 Pelanggaran lalu lintas yang terjadi tidak lepas dari pengaruh 
beberapa faktor. Sejumlah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran 
lalu lintas menurut soekanto adalah sebagai berikut :31 
a. Faktor manusia  
 Biasanya disebabkan sikap pemakai jalan yang kurang 
memperlihatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum, baik sebagai 
pengemudi, penumpang, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun 
pencari nafkah. Selain itu adanya tingkah laku dari sebagian 
pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena 
adanya faktor-faktor yang menjaminya seperti mudahnya 
diselesaikan dengan jalan “alur damai”. 
 
 
                                                          
31 Soerjono Soekanto. 1997. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Hal 93 
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b. Faktor sarana jalan  
 Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan 
kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan adanya pipa 
galian, seperti pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang 
kesemuanya itu dapat menyebabkan kemacetan . 
c. Faktor kendaraan  
 Kendaraan sebagai salah satu penyebab terjadinya 
pelanggaran lalu lintas berkaitan erat denan adanya perkembangan 
yang semakin pesat di bidang teknologi yang semakin canggih itu, 
maka berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi 
dalam waktu yang relative singkat. Akan tetapi bila hal itu tidak 
diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai. 
Maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas 
yang dapat menyebabkan kerawanan didalam pemakai jalan, 
sehingga sering terjadi timbulnya kejahatan, seperti penodongan, 
pencopean dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering 
terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain, ban gundul, lampu 
weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain 
sebagainya. 
d. Faktor keadaan alam 
 Pelanggaran lalu lintas akibat keadaan alam atau lingkungan 
itu biasanya terjadi dalam keadaan yang idak disangka-sangka.  
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4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas menurut UU No. 22 Tahun 
2009 
 Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun 
dengan kealpaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 
karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang 
terdapat dalam Pasal 316 (1) undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang 
diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut,  
Pasal 274 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakan dan/atau gangguan fungsi  Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh 
empat juta rupiah).  
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28 ayat (2) 
 
Pasal 275 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi 
Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman 
Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
Pasal 276 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  Umum dalam 
trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak  Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 278 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  beroda empat 
atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban 
cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan  
pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan  paling lama 1 (satu) 
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bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah).  
Pasal 279 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan yang 
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 280 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  yang ditetapkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 281 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan yang 
tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 
atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
 
Pasal 282 
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang  diberikan oleh 
petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 283 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan secara 
tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau  dipengaruhi oleh suatu 
keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 284 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah).  
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Pasal 285 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan  yang 
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca 
spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman 
alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) 
junctoPasal 48ayat (2) dan ayat (3)dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 
empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 
yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, 
lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, 
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, 
bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) junctoPasal 48 
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 286 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat 
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) junctoPasal 48 ayat (3) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda 
paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 287 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) 
huruf a atau Marka  Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah).  
(2)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah).  
(3)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan yang 
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana  
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dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
(4)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan yang 
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi 
Kendaraan Bermotor yang  menggunakan alat peringatan dengan 
bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,Pasal 
106ayat  (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling  banyak Rp250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
(5)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 
115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah).  
(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan yang 
melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan 
Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) 
huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah).  
 
Pasal 288 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  di Jalan 
yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dapat menunjukkan Surat Izin  Mengemudi yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil 
bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak 
dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji 
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 289 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau  Penumpang 
yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk 
keselamatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana 
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dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak  Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 290 
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor 
selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak 
mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7)  dipidana dengan pidana  kurungan 
paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak  Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 291 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan 
helm standar nasional Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (8)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu)  bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah).  
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (8)  dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu)  bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua  
ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 292  
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping 
yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1(satu) bulan  atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 293 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di  Jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah).  
 
Pasal 294 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh  ribu 
rupiah).  
 
Pasal 295 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 296 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada Perlintasan 
antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah 
berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada 
isyarat lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 114 huruf a dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
Pasal 297 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  berbalapan di 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).  
 
Pasal 298 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak 
memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau 
isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 299 
Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor  yang dengan 
sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor  untuk ditarik, menarik 
benda-benda yang dapat  membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau 
menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 15 (lima belas) hari atau denda paling  banyak Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah). 
 
Pasal 300 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan  atau denda 
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima  puluh ribu rupiah), setiap 
Pengemudi Kendaraan Bermotor  Umum yang:  
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a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak  
menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan  mendahului atau 
mengubah arah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 124 ayat (1) 
huruf c;  
b.  tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau 
menurunkan Penumpang sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 124 
ayat (1) huruf d; atau  
c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan  berjalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1)  huruf e.  
 
Pasal 301 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  angkutan barang 
yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan 
pidana kurungan  paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak  
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 302 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  Umum angkutan 
orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, 
mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, 
atau melewati jaringan jalan  selain yang ditentukan dalam izin trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak  
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 303 
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk  mengangkut orang 
kecuali dengan alasan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) 
huruf a, huruf b, dan  huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 302 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan 
orang yang tidak berhenti selain di tempat  yang telah ditentukan, 
mengetem, menurunkan penumpang  selain di tempat pemberhentian, 
atau melewati jaringan jalan  selain yang ditentukan dalam izin trayek 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana 
kurungan  paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak  
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 303 
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk  mengangkut orang 
kecuali dengan alasan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 137 
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ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua  
ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
 
Pasal 304 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan 
tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di 
sepanjang perjalanan atau menggunakan  Kendaraan angkutan tidak 
sesuai dengan angkutan untuk  keperluan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat  (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu)  bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus  lima 
puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 305 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut 
barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan  tentang persyaratan 
keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu 
operasi dan rekomendasi  dari instansi terkait sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 162  ayat (1) huruf a, huruf  b, huruf c, huruf d, huruf e, atau 
huruf  f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan  atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 306 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak 
dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 168 ayat (1)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan  atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah).  
 
Pasal 307 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  Angkutan Umum 
Barang yang tidak mematuhi ketentuan  mengenai tata cara pemuatan, 
daya angkut, dimensi  kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
169 ayat (1)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 308 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan  atau denda 
paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan  Bermotor Umum yang:  
a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang  dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; 
b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam 
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;  
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c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan 
alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; 
atau  
d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 173.  
 
Pasal 309 
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya  untuk 
penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, 
atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 189 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak  Rp1.500.000,00 (satu ju 
ta lima ratus ribu rupiah).  
 
Pasal 313 
Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan 
penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).  
 
C. Surat Izin Mengemudi (SIM) 
Di Indonesia Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi 
dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah 
memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, 
memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan 
bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 
Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis 
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 
Tahun 2009). 
Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang 
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menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU 
No. 22 Tahun 2009. 
Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 
ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009): 
1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan 
Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009: 
a. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang 
perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak 
melebihi 3.500 kg. 
b. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang 
perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 
3.500 kg 
c. SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan 
penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta 
tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang 
diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 
1.000 kg. 
d. SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor. 
e. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang 
cacat 
Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 
ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009 
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1. Usia  
a. 17 tahun untuk SIM A, C, dan D 
b. 20 tahun untuk SIM B1 
c. 21 tahun untuk SIM B2 
2.  Administratif  
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk 
b mengisi formulir permohonan 
c. rumusan sidik jari 
3. Kesehatan  
a.  sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter 
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis 
4. Lulus ujian  
a. ujian teori 
b. ujian praktik dan/atau 
c. ujian ketrampilan melalui simulator 
Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 
2009 bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan 
permohonan: 
a. Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan 
b. Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan 
1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum 
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Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 
2009: 
a. SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum 
dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 
3.500 kg. 
b. SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan 
barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 
3.500 kg. 
c. SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau 
Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau 
gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta 
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg 
Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan Pasal 83 ayat 
(1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009: 
1. Persyaratan Usia  
a. SIM A Umum 17 tahun 
b. SIM B1 Umum 22 tahun 
c. SIM B2 Umum 23 tahun 
2. Persyaratan Khusus  
a. Lulus Ujian Teori 
b. Lulus Ujian Praktik 
Syarat tambahan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU No. 22 Tahun 
2009: 
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a. Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-
kurangnya 12 bulan 
b. Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A 
Umum sekurang-kurangnya 12 bulan 
c. Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 
Umum sekurang-kurangnya 12 bulan 
SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM 
kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, 
sebagai berikut Pasal 84 UU No. 22 Tahun 2009: 
a. SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A. 
b. SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor 
yang seharusnya menggunakan SIM A. 
c. SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, 
dan SIM B1. 
d. SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor 
yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1. 
e. SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, 
SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2. 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 
281 UU No.22 Tahun 2009). 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah 
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009). 
Selain pidana, penjara kurungan , atau denda, pelaku tindak pidana 
Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin 
Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu 
Lintas. Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. 
Penandaan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas 
Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi 
secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri 
Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. 
Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 
(dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 
(delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi tambhaan atas 
dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri 
nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. 
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Prosedur pembuatan SIM baru terbilang mudah dan praktis, 
dimana pemohon harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan 
sebagai berikut. 
1. Membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang 
dikeluarkan oleh dokter (dapat dilakukan di polres setempat). 
2. Menyiapkan fotokopi KTP sebanyak 4 lembar. 
3. Membeli formulir permohonan pembuatan SIM sesuai harga yang 
telah ditentukan (misal: SIM C Rp.100.000). 
4. Membeli asuransi sebesar Rp. 30.000. 
5. Isi formulir dan kumpulkan di loket yang telah disediakan, tunggu 
hingga nama anda dipanggil. 
6. Setelah anda dipanggil, anda akan diminta untuk melalui 2 tahap 
tes yaitu, Tes Tulis dan Tes Praktik. 
7. Jika anda lulus 2 tes tersebut, anda akan diminta menunggu 
panggilan untuk menandatangani SIM anda dan difoto. 
8. Anda harus menunggu hingga nama anda dipanggil untuk 
mengambil SIM anda. 32 
D. Remaja  
Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa 
remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula 
                                                          
32https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi. Minggu,27 november 2016. Pukul 
20.09 
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disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari 
anak-anak menuju dewasa.33 
Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, 
pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk 
tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah 
dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada 
perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol 
(pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak 
menghabiskan waktu di luar keluarga 
Dilihat dari bahasa inggris "teenager", remaja artinya yakni manusia 
berusia belasan tahun.Dimana usia tersebut merupakan perkembangan 
untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu orang tua dan pendidik sebagai 
bagian masyarakat yang lebih berpengalaman memiliki peranan penting 
dalam membantu perkembangan remaja menuju kedewasaan.Remaja 
juga berasal dari kata latin "adolensence" yang berarti tumbuh atau 
tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih 
luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik 
. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena 
sudah tidak termasuk golongan anak tetapi belum juga berada dalam 
golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon bahwa 
masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan 
karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki 
                                                          
33  
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status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari  masa remaja adalah 
peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami 
perkembangan semua aspek / fungsi untuk memasuki masa dewasa.34 
Konsep remaja baru berkembang setelah abad kedua puluh, maka 
dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia 
tidak mengenal istilah remaja. Begitu pun di Indonesia, konsep remaja 
tidak dikenal dalam undang-undang yang berlaku. 
Pada hukum pidana, usia 18 tahun (atau kurang, asalkan sudah 
menikah) merupakan batasan usia dewasa seseorang.anak-anak yang 
kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya jika 
melanggar hukum pidana. Tingkah laku yang melaanggar hukum pun 
tidak disebut sebagai kriminalitas, nmun disebut sebgai kenakalan. 
Namun jika kenakalan  remaja sudah membahaykaan masyarakat dan 
ptut dijatuhi hukuman oleh negara, sedangkan orang tuanya tidak mampu 
mendidik remaja tersebut, maka remja tersebut menjadi tanggung jawab 
negara, dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan khusus 
anak-anak atau dimasukkan ke lembaga rehabilitasi lainnya. 
Undang-Undang lainnya juga tidak mengenal konsep remaja, 
misalnya pada undang-undang kesejahteraan anak, menganggaap semua 
orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dianggap 
sebagai anak-anak dan memiliki  hak yang sama dengan anak-anak yang 
lainnya (dalam hal perlindungan, pendidikan dll). Pada Undang-Undang 
                                                          
34 https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja. selasa.28  november 2016. Pukul 20.38 
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lalu lintas menetapkan batas 17 tahun untuk mendapatkan SIM A, SIM C, 
dan SIM D, 20 tahun untuk mendapatkan SIM B1, dan 21 tahun untuk 
mendaptkan SIM B II. Undang-undang ini tidak memberikan perlakuan 
khusus bagi mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. 
Menurut pengetian undang-undang No 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak, istilah remaja diidentikkan dengan istiah anak. Dalam 
pasal 1 ayat (1) yang berunyi : 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan 
belum pernah kawin. 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 
Tahun 2002, tidak dijelaskan pengertian Remaja, hanya dijelaskan 
pengertian Anak. Disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang elum 
berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan.  
Berdasarka pengertian remaja diatas, maka penulis menarik 
kesimpulan bahwa usia remaja yang dimaksudkan penulis yaitu usia 12 
sampai usia 18 Tahun.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A . Lokasi Penenlitian  
 Penenilitian ini dilakukan dalam Wilayah Hukum Polres Soppeng. 
Lokasi penelitian ini ditetapkan berdasarkan asumsi bahwa di polres 
soppeng terdapat beberapa kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh remaja di kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.  
B. Jenis dan Sumber Data 
 Pada penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan 
data skunder. Sumber data terdiri atas berbagai bahan yang diantaranya 
yaitu : 
1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini yaitu remaja yang pernah melakukan 
pelanggaran lalu lintas beserta keterangan-keterangan dari yang 
bersangkutan.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau dengan 
cara melihat dan membaca bahan-bahan laporan dan dokumen 
yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas yang tidak 
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membawa surat izin mengemudi yang ditangani oeh aparat 
kepolisian lalu lintas selaku penindak pelanggar lalu lintas.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data menggunakan instrument : 
1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dan informan dalam bentuk Tanya jawab yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan  
2. Dokumentasi, yakni dalam penelitian ini penulis akan mempelajari 
berkas-berkas perkara di pores soppeng yang berhubungan 
dengan pokok pemasalahan. 
D. Analsis Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara 
kualitatif, dengan langkah-langkah sebagi berikut : sebelum menganalisis 
data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data 
sekunder dan data primer yang diperoleh dari para narasumber. 
Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis untuk memudahkan 
analisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor Penyebab Remaja Mengemudikan Kendaraan 
Bermotor tanpa Membawa Surat Izin Mengemudi di Wilayah 
Hukum Polres Soppeng. 
Kondisi Lalu Lintas khususnya di Kabupaten Soppeng saat ini 
masih terbilang rendah. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh remaja seperti tidak memakai helm, memakai knalpot resing, ngebut-
ngebutan dijalan raya, tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak memiliki 
SIM serta pelanggaran-pelanggaran lainnya menyebabkan tingkat 
kecelakaan semakin meningkat. Padahal dalam UU No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah dikemukakan berbagai larangan-
larangan dan sanksi bagi pelanggar Lalu Lintas.  
Saat ini banyak remaja yang mengemudikan sepeda motor tanpa 
membawa Surat Izin Mengemudi, padahal dalam Undang Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Pasal 281 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor dijalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4(empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam 
undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa siapa yang tidak membawa 
Surat Izin Mengemudi akan dikenakan sanksi, namun dalam kenyataanya 
masih banyak yang tidak memiliki SIM ketika berkendara. Sanksi dalam 
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undang-undangpun terkadang tidak sesuai dalam praktik kehidupan 
sehari-hari.  
Dari data penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polres Sopeng, 
adapun jumlah pelangggaran lalu lintas berdasarkan jenis pelangggaran 
yang dilakukan oleh remaja dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat 
dilihat pada tebel berikut : 
Table 1 
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Soppeng berdasarkan 
jenis surat-surat Tahun 2012 - 2016 
  No Tahun 
Jenis Surat-surat 
SIM STNK STCK STUJ RANMOR Ket 
1 2012    988 1.725 6 0 1.064 3.783 
2 2013    93   459 2 0    878 1.432 
3 2014  316 1.194 7 0    768 2.285 
4 2015  197 1.176 1 0    402 1.176 
5 2016  928 1.601 4 0    518 3.051 
   JUMLAH  2522  6.155    20 0 3.630 11.727 
Sumber : Data Polres Soppeng 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran 
lalu lintas yang tidak memiliki  SIM berdasarkan ketidaklengkapan surat-
surat sebanyak 2522,dimana pada tahun 2012 sebanyak 988,  tahun 2013 
dengan jumlah 93, tahun 2014 berjumlah 316, tahun 2015 dengan jumlah 
197, dan pada tahun 2016 sejumlah 928. 
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Dengan begitu berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 
jumlah penggaran lalu lintas terhadap ketidaklengkapan surat izin 
mengemudi dari tahun ketahun khususnya tahun 2012 sampai tahun 2016 
mengalami perubahan yang tidak menentu .jumlah pelanggaran lalu lintas 
terbanyak berdasarkan ketidaklengkapan surat-surat dari tahun 2012 
sampai tahun 2016 yaitu ketidaklengkapan STNK dengan jumlah kasus 
sebanyak 6.155, kemudian Ranmor yang disita sebanyak 3.630, 
ketidaklengkapan SIM sebanyak 2522, STCK sebanyak 20.  
jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis surat-surat dilihat 
dari tahun 2012 sampai 2016 sebanyak 11.727,  paling banyak pada 
tahun 2012 dengan jumlah kasus sebanyak 3.783, kemudian tahun 2016 
dengan jumlah kasus sebanyak 3051, tahun 2014 sebanyak 2.285 kasus, 
tahun 2013 sebanyak 1.432. kasus. Tahun 2015 sebanyak 1.176 kasus.  
Table 2 
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Soppeng berdasarkan 
tingkat pendidikan Tahun 2012 – 2016 
 
No 
 
Tahun 
Pendidikan  
Ket SD SMP SMA PT TIDAK SEKOLAH 
1 2012 453 590 1.896 0 2 3.031 
2 2013 270 335 712 0 0 777 
3 2014 245 351 1506 0 1 2.103 
4 2015 289 322 949 0 0 1.560 
5 2016 326 403 1409 0 16 2.154 
 Jumlah 1.583 201 6472 0 19 9.625 
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Sumber : Data Satlantas polres soppeng  
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran 
lalu lintas terbanyak dilakukan oleh Remaja yang berlatarbelakang 
pendidikan SMA dengan jumlah 6.472. dimana kisaran umur SD itu 12 
tahun kebawah, SMP umur 13 sampai 15 tahun, umur  SMA 16 sampai 18 
tahun, perguruan tinggi 19 tahun keatas. Dimana usia 12-18 tahun 
merupakan usia kenakalan remaja paling rawan. Apalagi masalah 
ketertiban lalu lintas, diusia tersebut remaja paling banyak melakukan 
pelanggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dengan demikian 
diusia yang masih muda itu remaja perlu mendapatkan pengawasan dan 
didikan yang baik sehingga bisa melewati masa masa transisi baik fisik 
maupun psikis untuk mendapatkan perubahan perubahan yang baik 
kemasa yang datang. Adapun pelanggaran lalu lintas berdasarkan tingkat 
pendidikan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yaitu : 
Pada tahun 2012 pelanggaran lalu lintas paling banyak dilakukan 
pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah pelangar 1.896. pendidikan 
SMP dengan jumlah pelanggar 590, SD dengan jumlah pelanggar 453, 
yang tidak sekolah sebanyak 2 pelanggar, sedangkan untuk perguruan 
tinggi tidak ada. Jadi jumlah pelanggar Lalu Lintas pada tahun 2012 
sebanyak 3.031. 
Pada tahun 2013  pelanggaran Lalu Lintas paling banyak dilakukan 
pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah pelangar 712. pendidikan 
SMP dengan jumlah pelanggar 335, SD dengan jumlah pelanggar 270, 
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yang tidak sekolah  dan  perguruan tinggi tidak ada. Jadi jumlah pelanggar 
Lalu Lintas pada tahun 2013 sebanyak 777. Jika dibandingkan dengan 
tahun 2012 jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan tinggkat 
pendidikan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari 3031 ke 777 
pelanggaran.  
Pada tahun 2014  pelanggaran Lalu Lintas paling banyak dilakukan 
pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah pelangar 1.506. pendidikan 
SMP dengan jumlah pelanggar 351, SD dengan jumlah pelanggar 245, 
yang tidak sekolah sebanyak 1 dan  perguruan tinggi tidak ada. Jadi 
jumlah pelanggar Lalu Lintas pada tahun 2014 sebanyak 2.103. jadi jika 
dibandingkan pada tahun 2013 jumlah pelanggaran pada tahun ini 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi.  
Pada tahun 2015  pelanggaran Lalu Lintas paling banyak dilakukan 
pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah pelangar 949. pendidikan 
SMP dengan jumlah pelanggar 322, SD dengan jumlah pelanggar 289, 
yang tidak sekolah  dan  perguruan tinggi tidak ada. Jadi jumlah pelanggar 
Lalu Lintas pada tahun 2015 sebanyak 1.560. jadi, jika dibandingkan pada 
tahun sebelumnya 2014 jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun ini 
mengalami penurunan dari 2.103 ke 1056.  
Pada tahun 2016  pelanggaran Lalu Lintas paling banyak dilakukan 
pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah pelanggar 1.409. pendidikan 
SMP dengan jumlah pelanggar 403, SD dengan jumlah pelanggar 326, 
yang tidak sekolah 16 pelanggar  dan  perguruan tinggi tidak ada. Jadi 
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jumlah pelanggar Lalu Lintas pada tahun 2016 sebanyak 2.154. jika 
dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah pelanggaran lalu lintas pada 
tahun ini mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan baik jumlah 
pelanggaran lalu lintas jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dari 
tahun 2012 sampai tahun 2016 sebanyak 9.625 mengalami perubahan 
yang signifikan dari tahun ke tahun. 
Table 3 
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Soppeng tanpa dilengkapi 
SIM berdasarkan usia tahun 2012-2016 
 
No 
 
Tahun 
Usia  
Ket 12-15 16-18 
1 2012 116 20 136 
2 2013 8 1 9 
3 2014 51 5 56 
4 2015 32 7 39 
5 2016 283 38 321 
 Jumlah 490 71 561 
Sumber : data kasatlantas polres soppeng 2017  
 Berdasarkan tabel diatas dapat dismpulkan jumlah pelanggaran 
lalu lintas tanpa surat izin mengemudi paling banyak dilakukan oleh 
remaja  usia 12 sampai 15 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
pelanggaran sebanyak 490. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas tanpa 
SIM dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebagai berikut : 
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Jumah pelanggaran Lalu Lintas tanpa surat izin mengemudi di 
tahun 2012 yang dilakukan oleh usia 12-15 tahun sebanyak 116 pelaku. 
Batas usia 16-18 tahun sebanyak 20 pelaku. Jadi jumlah pelaku pelanggar 
lalu lintas tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja pada 
tahun 2012 sebanyak 136 pelaku.  
Jumah pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin mengemudi di tahun 
2013  yang dilakukan oleh usia 12-15 tahun sebanyak 8 pelaku. Batas 
usia 16-18 tahun sebanyak 1 pelaku. Jadi jumlah pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oleh remaja pada tahun 
2012 sebanyak 9 pelaku. Jika dibandingkan pada tahun 2012 pelaku 
pelanggar lalu lintas pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup 
drastis.  
Jumah pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin mengemudi di tahun 
2014 yang dilakukan oleh usia 12-15 tahun sebanyak 51 pelaku. Batas 
usia 16-18 tahun sebanyak 5 pelaku. Jadi jumlah pelaku pelanggar Lalu 
Lintas tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja pada tahun 
2012 sebanyak  56 pelaku. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya 
jumah pelaku pelanggar lalu lintas tanpa SIM mengalami peningkatan 
pada tahun 2014.  
Jumah pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin mengemudi di tahun 
2015 yang dilakukan oleh usia 12-15 tahun sebanyak 32 pelaku. Batas 
usia 16-18 tahun sebanyak 7 pelaku. Jadi jumlah pelaku pelanggar lalu 
lintas tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja pada tahun 
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2015 sebanyak  39 pelaku. Jika dibandingkan pada tahun 2014 jumah 
pelaku pelanggar lalu lintas tanpa SIM pada tahun ini mengalami sedikit 
penurunan. 
 Jumah pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin mengemudi di tahun 
2016  yang dilakukan oleh usia 12-15 tahun sebanyak 283 pelaku. Batas 
usia 16-18 tahun sebanyak 38 pelaku. Jadi jumlah pelaku pelanggar lalu 
lintas tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja pada tahun 
2015 sebanyak  321 pelaku. Jika dibandingkan pada tahun 2015 jumah 
pelaku pelanggar lalu lintas tanpa SIM pada tahun ini mengalami 
peningkatan. Jumlah pelaku pelanggar lalu lintas pada tahun 2016 
merupakan jumlah pelaku pelanggar terbanyak jika dilihat dari tahun 2012 
sampai tahun 2016. Adapun jumlah pelaku pelanggar lalu lintas tanpa SIM 
yang dilakukan oleh remaja usia 12 sampai 18 tahun jika dilihat dari tahun 
2012 sampai tahun 2016 sebanyak 561 pelaku.   
Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian lalu lintas polres 
soppeng, menurut Muh. Ali S.H bagian KANITLAKA Lantas Soppeng 
salah satu faktor penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi di 
Kabupaten Soppeng adalah karena banyaknya anak dibawah umur yang 
mengemudi sepeda motor tanpa memiliki SIM, kebanyakan dari mereka 
belum mengetahui peraturan dalam berlalu lintas, dan belum mahir dalam 
berkendara. 
Adapun faktor-faktor penyebab remaja mengemudikan kendaraan 
bermotor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi yang diperoleh 
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berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pihak kepolisian dan 
beberapa remaja yang pernah melakukan pelanggaran berkendara tanpa 
membawa Surat Izin Mengemudi adalah sebagai berikut : 
1. Faktor Kesadaran 
 Salah satu faktor penyeab pelanggaran Lalu Lintas tanpa Surat Izin 
Mengemudi yaitu kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh 
masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum 
menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan 
hukum atau perundang-undangan.kesadaran seseorang bahwa mencuri 
itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan 
pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau 
di tidak mencuri maka anak satu-satunya yang sakit keras akan meninggal 
, karenanya tidak ada biaya pengobatan.  
 Atau contoh lain, seseorang yang mempunyai kesadaran hukum 
bahwa melanggar lampu merah di ‘traffic light’ adalah pelanggaran 
hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk 
menangkap dan menilangnya. Orang itu dengan kesadaran hukumnya 
tadi, belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat 
tidak ada polisi disekitar traffic light maka orang itu karena terburu-buru 
untuk tidak terlambat mengahadiri suatu acara penting, mungkin saja 
melanggar lampu merah, sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa 
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dirinyaa tidak akan tertangkap dan tidak akan dikenakan tilang, karena 
tidak ada seorang polisi pun disekitar kita. 35 
 Hal ini karena kurangnya kesadaran hukum yang baik yang dimiliki 
warga masyarakat. Dimana ketaatan hukum adalah kesadaran hukum 
yang positif, sedangkan ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan 
memilki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dimilikinya 
adalah kesadaran hukum yang negatif. 36 
 Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam 
tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C. Kelman, sebagai berikut :37 
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seorang menaati 
suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi . kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-
menerus.  
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan , hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 
lain menjadi rusak.  
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seorang menaati 
suatu aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.  
 Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku pelanggaran 
Lalu Lintas mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi, 
diantaranya mengatakan bahwa tidak memiliki SIM karena tanpa SIM 
                                                          
35 Achmad Ali.Op.cit, hlm. 300 
36 Ibid, hlm . 302 
37Ibid, hlm 348  
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seseorang juga bisa berkendara. Asalkan tidak tertangkap oleh aparat 
yang berwenang. Kita hanya perlu melalui area yang rawan dilakukan 
rasia dan rawan ditempati polisi. Hal ini menandakan kalau sebagian 
masyarakat hanya memiliki ketaatan yang bersifat compliance, mereka 
mematuhi aturan hanya karena takut apabila didapat oleh polisi, dalam 
artian dia hanya takut dikenakan sanksi. 
2. Faktor Pengurus SIM yang Rumit 
Salah satu faktor pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 
(SIM) adalah karena pengambilan SIM yang rumit, dan harus melalui 
berbagai tahap.adapun prosedur pengambilan SIM berdasarkan hasil 
wawancara dengan Muh. Ali yaitu : 
1. Menyiapkan fotokopi e-KTP 
2. Membuat surat keterangan sehat dari dokter  
3. Setelah itu datang kepolres bagian SIM untuk mengambil formulir 
dan melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan. 
4. Setelah semua persyaratan selesai dilakukan Tes teori.  
5. Setelah lulus tes teori dilakukan tes praktik. Tes praktik ada dua 
kategori. Yaitu : 
a. Tes praktik pertama dilakukan dihalaman kantor Polres 
Soppeng.  
b. Tes praktik kedua dilakukan dilapangan, di jalan raya dengan 
didampingi oleh pihak polisi yang bertugas. 
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6. Setelah dinyatakan lulus ujian teori dan praktek, dilakukanlah Foto 
dan pencetaka SIM 
7. Kemudian, setelah semuanya selesai membayar di loket BRI yang 
telah disediakah sesuai dengan jenis SIM yang ingin diambil.  
Rumitya pengurusan SIM membuat banyaknya pengemudi sepeda 
motor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM). Adapun hasil 
wawancara dengan salalu satu pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki 
SIM yaitu : 
Arruf,umur 15 tahun, pekerjaan pelajaran. Salah satu pelanggaran 
lalu lintas, dia ditilang di Cenrana, pada saat berkendara menuju 
sekolahnya. Dia menyatakan mengendarai sepeda motor walaupun tidak 
memiliki SIM karena dia memiliki motor, selain itu kalau mau mengurus 
SIM, Pengurusannya terlalu ribet,banyak tes yang harus dilalui, belum lagi 
kalau tidak lulus harus diulang lagi,  ujarnya.  
Kasus yang sama juga dialami oleh Zhul, umur 18 tahun. Dia 
ditilang di Jl. Batumassila pada saat diadakan operasi penertiban lalu 
lintas. Pelanggaran yang dilakukan tidak memilki SIM, motor yang 
digunakan tidak lengkap, dan tidak memakai Helm. Dia mengatakan 
mengendarai Sepeda Motor tanpa membawa SIM karena pengurusan 
SIM yang ribet, selain itu mengendarai sepeda motor pun bisa dilakukan 
tanpa memiliki SIM. Kalau ada sweeping bisa kabur sebelum ketangkap 
rasia. Ujarnya  
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Dengan demikian faktor pengurusan SIM yan rumit dan harus 
melalui berbagai tahap menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran 
lalu lintas mengemudikan kendaraan motor tanpa membawa Surat Izin 
Mengemudi (SIM). 
3. Faktor biaya  
 Faktor biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi menjadi salah satu 
faktor penyebab banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang tidak 
memiliki SIM saat berkendara. Adapun biaya pembuatan SIM berdasarkan 
PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku 
pada Polri sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 adalah sebagai 
berikut : 
1. Tarif PNBP SIM baru 
a. SIM A, SIM BI, Dan SIM BII sebesar Rp. 120.000,00 
b. SIM C, SIM CI, Dan SIM CII sebesar Rp. 100.000,00 
c. SIM D dan SIM DI sebesar Rp. 50.000,00 
d. SIM Internasional sebebsar Rp. 250.000,00 
2. Tarif PNBP SIM Perpanjangan 
a. SIM A, SIM BI, dan SIM BII sebesar Rp. 80.000,00 
b. SIM C,SIM CI, SIM CII sebesar Rp. 75.000,00 
c. SIM D, dan SIM D I sebesar Rp. 30.000,00  
d. SIM Internasional sebesar Rp. 225.000,00 
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 Mahalnya biaya pembuatan SIM mengakibatkan banyaknya orang 
lebih memilih tidak membuat SIM. Berdasarkan wawancara dengan salah 
satu pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak mempunyai SIM yaitu  
 Nadif Haryanto, umur 16 tahun. Pekerjaan pelajar. Ditilang di Jl. 
Merdeka Ditilang karena tidak memiliki SIM . berdasarkan wawancara 
yang penulis lakukan pelaku mengatakan tidak memiliki SIM karena belum 
ada kemauan dari dirinya sendiri, ditambah lagi pengambilan SIM yang 
harus menggunakan biaya.  
 Dengan demikian faktor biaya dalam pengambian SIM dapat 
menjadi faktor terjadinya pelnggaran lalu lintas mengemudikan sepeda 
motor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh 
Remaja.  
4. Faktor Kealpaan / lupa 
   Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan terkadang 
orang melakukan kehilafan. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena manusia 
memang jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyala milik 
sang Pencipta. Salah satu contoh yang bisa tejadi yaitu saat berkendara 
seseorang terkadang lupa membawa SIM. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor diantaranya karena teburu-buru pada saat berekndara 
sehingga lupa membawa SIM, mengira SIMnya ada di dompetnya, 
padahal kenyataan dia lupa SIMnya disimpan dimana, dll  
 Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas 
mengemudikan kendaraan motor. Ansar, umur 18 Tahun, pekerjaan 
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pelajar. Dia ditilang di Jl. Malaka raya karena tidak bisa menunjukkan 
SIMnya.pada waktu itu ansar bersama temannya menuju kota soppeng 
untuk bermalam minggu, dia mengira bahwa SIMnya ada didompetya. 
Ditengan perjalanan dia ketangkap rasia. Dan pada saat itu dia baru 
menyadari low SIM nya tidak ada di dompetnya. Sebagai konsekuesi 
antas kelupaannya itu STNK motornya diambil sebagai jaminan dan 
diberikan surat tilang oleh petugas yang bersangkutan pada waktu itu.  
 Dengan demikian faktor kealpaan atau lupa pun bisa menjadi 
peyebab orang melakukan pelanggaran lalu lintas mengemudikan sepeda 
motor tanpa mebawa Surat Izin Mengemudi (SIM). 
5. Faktor Ketidaktahuan  
 Ketidaktahuaanpun bisa menjadi faktor penyebab seseorang 
melakukakan pelanggaran lalu lintas mengemudikan kendaraan bermotor 
tanpa SIM. Banyak dari mereka yang mengendarai sepeda motor tapi 
tidak mengetahui dengan peraturan lalu lintas. Salah satu contohnya 
beberapa pelaku pelanggaran Lalu Lintas SIM tidak mengetahu bahwa 
mengendai motor saat bepergian tanpa memiliki SIM itu termasuk 
pelanggaran lalu lintas. 
 Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku pelanggaran 
lalu lintas tanpa SIM mereka mengatakan tidak memiliki SIM karena tidak 
tahu kalau itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Sebagai contohnya INA, 
umur 15 tahun, pekerjaan pelajar. Dia ditilang di Salokaraja pada saat 
dilakukan rasia, ditilang karena tidak memiliki SIM.  Pelaku mengatakan 
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tidak memiliki SIM karena dia tidak mengetahui aturan tersebut, selain itu 
supaya lebih mudah kesekolah, katanya. 
 Dengan demikian ketidaktahuan seseorang tentang peraturan lalu 
lintas dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengemudikan sepeda 
motor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM). 
6. Faktor Kedisiplinan  
  Rendahnya tingkat kedisiplinan yang dimiliki oleh masayarakat dan 
beberapa petugas kepolisian mengakibatkan sering terjadinya berbagai 
pelanggaran dalam berlalu lintas. Tak sedikit orang yang mengetahui 
peraturan lalu lintas tapi mereka masih tetap melakukan pelanggaran. Hal 
ini dikarenakan kedispilan masyarakat dan penegak hukum yang kurang.  
 Kurangnya kedisiplinan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum 
juga mengakibatkan semakin banyaknya kecurangan-kecurangan yang 
terjadi. Aparat hukum yang seharusnya sebagai penegak hukum, malah 
mereka yang membantu para pelaku untuk lolos dari hukuman.sebagai 
contoh seseorang yang ditilang karena tidak memiliki SIM. Yang 
seharusnya diproses berdasarkan peraturan yan berlaku malah 
dibebaskan, dengan membayar sejumlah kesepakatan yang ditentukan 
antara pihak polisi yang bertugas dengan pelaku pelanggaran. Hal ini 
membuat orang berpikiran semakin mudahnya lolos dari hukuman.  
7. Faktor Lingkungan 
 Lingkungan juga bisa menjadi faktor penyebab seseorang 
mengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. 
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hal ini biasa dikarenakan keadaan lingkungan yang membuat masyarakat 
tidak memiliki pilihan lain.  
 Salah satu contohnya berdasarkan wawancara dengan salah satu 
pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM, dia mengatakan tidak 
memiliki SIM tpi tetap mengendarai sepeda motor karena kuranngnya 
transportasi umum yang ada. Sedangkan aktivitas yang jaraknya jauh 
mengharuskan untuk bertransportasi untuk sampai ketempat tujuan tepat 
waktu. Jadi mau tidak mau harus mengendarai sepeda motor tanpa 
memiliki SIM walaupun beberapa diantara mereka tahu kalau hal tersebut 
melanggar peraturan perUndang-undangan.  
 Selain dari faktor-faktor yang dikemukakan diatas salah satu 
penyebab pelanggaran lalu lintas mengemudikan sepeda motor tanpa 
membawa Surat Izin Mengemudi adalah karena orang tua yang 
memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengendarai sepeda motor 
walaupun anak-anaknya belum cukup umur dan belum mengetahui 
dengan baik peraturan lalu lintas. Adapun alasan orang tua berdasarkan 
wawancara yang dilakukan penulis adalah.kebanyakan diantaranya tidak 
mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar undang-undang, 
selain itu supaya memudahkan transportasi sehingga anaknya bisa pergi 
kesekolah dan pulang tepat waktu. Yang terpenting mereka tegaskan 
kepada anaknya adalah jangan ngebut-ngebutan ketika berkendara dan 
hati-hati dijalan. Mereka tidak memikirkan kalau tindakannya termasuk 
pelanggaran. Bahkan tidak banyak orang tua yang memberikan anaknya 
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SIM, walaupun dia tahun anaknya belum cukup umur, dengan jalan 
memalsukan umur anaknya, mengambil surat keterangan dari desa kalau 
anaknya sudah cukup umur atau dengan kata lain mencuri umur.  
 Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehubungan 
dengan pengambilan SIM berdasarkan wawancara dengan pihak 
kepolisian Pak Ali.  Dia mengatakan bahwa kendalanya yaitu pada saat 
tes praktek , kebanyak masyarakat yang ingin mengambi SIM belum 
terlalu mahir dalam mengendarai kendaraan motor sehingga masih 
banyak yang tidak lulus, selalin itu faktor cuaca juga menjadi penghalang 
dalam pengambilan tes.  
B. Upaya Menanggulangi Pelanggaran Mengemudikan Kendaraan 
Bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi  
 Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian Polres Soppeng 
Muh Ali S.H bagian Kanitlaka Lantas Soppeng. Pihak polisi khususnya 
bagian Satlantas telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi 
terjadi pelanggaran Lalu Lintas khususnya yang dilakukan oleh Remaja. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak polisi Lantas Soppeng 
ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif.  
1. Upaya preventif  
 Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Dalam upaya 
ini remaja biasanya diberikan arahan atau himbauan untuk tidak 
melakukan berbagai pelanggaran. 
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 Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian Satlantas 
soppeng Pak Ali mengatakan bahwa pihak Lantas Soppeng telah 
melakukan upaya pecegahan awal dengan melakukan penyuluhan pada 
saat upacara bendera hari senin disetiap sekolah SMP maupun SMA. Dan 
menekankan kepada mereka bahwa untuk anak-anak yang masih 
dibawah umur tidak diperbolehkan membawa kendaraan. Dan bagi 
mereka yang sudah mencapai umur pembuatan SIM yaitu 17 tahun 
segera membuat SIM. Dan dihimbau kepada pihak sekolah untuk 
menegaskan agar murid-muridnya tidak membawa kendaraan jika belum 
memiliki SIM.  
2. Upaya Represif  
 Upaya represif merupakan upaya hukum setelah terjadinya 
pelanggaran. Upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman sesuai 
dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
kesadaran kepada remaja bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan 
suatu pelanggaran dan dapat merugikan masyakat. Diharapkan dengan 
ada sanksi yang diberikan dapat meningkatan kesadaran para remaja 
untuk tidak mengulangi dan tidak melakukan pelanggaran lagi.  
 Adapun hasil wawancara dengak pihak kepolisian Lantas Soppeng 
Pak Ali mengatakan bahwa apabila menemukan anak dibawah umur atau 
belum cukup umur 17 tahun maka pihak kepolisian akan melakukan 
tindakan langsung berupa tilang. Kebanyakan dari mereka adalah anak 
SMP.karena faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terbanyak adalah 
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Banyaknya anak yang berkendara dan umurnya belum mencapai umur 
pengambilan SIM dan belum mahir dalam berkendara.  
 Selain tilang, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu 
memberikan sanksi berupa teguran. Ini merupakan salah satu bentuk 
tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan wawancara 
dengan pihak kepolisian Lantas Soppeng Pak Ali bahwa apabila didapat 
pelaku yang tidak memiliki SIM, tapi dia hanya bepergian sebentar sepergi 
pergi sholat ke Mesjid atau dengan jarak yang dekat , maka orang 
tersebut hanya akan diberikan teguran agar kedepanya lebih menaati 
aturan lalu lintas.  
 Bagi remaja yang tidak cukup umur tapi telah memiliki SIM tindakan 
hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan penyitaan 
atau SIM remaja tersebut ditarik, sesuai dengan aturan UU No 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  batas usia pengambilan 
SIM harus 17 tahun. Kalau mengambil SIM dibawah umur 17 tahun di 
sistem tidak dapat menerima. Yang ada itu hanya menipu polisi dengan 
membuat surat keterangan domisili dari desa bahwa umurnya sudah 17 
tahun, padahal dalam faktanya jika dilihat dari akta kelahiran umurnya 
masih dibawah 17 tahun. Dulu sebelumya pembuatan SIM secara online 
perbuatan kecurangan seperti ini memang sering terjadi. Tapi sekarang 
karena pembuatan SIM sudah online, jadi yang wajib disiapkan oleh 
pembuat SIM harus e-KTP. sehingga kecurangan seperti itu sudah tidak 
ada. Jadi apabila didapat anak dibawah umur 17 tahun memiliki SIM wajib 
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hukumnya SIMnya ditarik atau disita oleh pihak Lalu lintas. Dengan 
catatan dikembailkan uangnya sesuai dengan biaya pengambilan SIM 
waktu itu. Kemudian SIM yang bersangkutan diambil.  
 Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Pak Ali bahwa bagi remaja yang 
berkendara dan tidak memiliki SIM akan langsung ditilang dan kendaraan 
yang mereka bawa diamankan oleh pihak Lalu Lintas. Ditambahkan oleh 
Pak Supardi bahwa untuk anak sekolah yang membawa kendaraan tapi 
belum cukup umur akan ditilang dan diproses di dipengadilan sesuai 
dengan pelanggarannya. Dengan cara diwakili oleh orangtuanya atau 
walinya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Setelah diuraikan secara menyeluruh tentang pelanggaran Lalu 
Lintas mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi 
yang dilakukan oleh remaja di Polre Soppeng tahun 2012 sampai tahun 
2016, makan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor penyebab remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa 
membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Soppeng 
adalah faktor Kesadaran, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor 
biaya, faktor kealpaan / lupa, faktor ketidaktahuan, dan faktor 
kedisiplinan dan faktor lingkungan. 
2. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisan melakukan 
upaya preventif da upaya represif. Upaya preventif dengan cara 
memberikan penyuluhan keskolah-sekolah  setiap hari upacara 
bendera hari senin. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan 
memberikan sanksi berupa teguran dan tilang.  
B. Saran 
Berdarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Melihat angka Pelanggaran Lalu Lintas yang dari tahu ketahun 
mengalami perubahan yang tidak menentu. Diharapkan kepada 
pihak kepolisan untuk lebih menegakkan aturan lalu lintas lebih 
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baik lagi. Dan mengurangi berbagai jenis kecurangan yang masih 
sering terjadi.serta lebih meningkatkan kedisiplinan.  
2. Diharapkan kepada sekolah-sekolah untuk menyiapkan 
transportasi buat murid-muridnya dan lebih menekankan aturan 
kepada muridnya untuk tidak menggunakan kendaraan motor bagi 
mereka yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).  
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